Setyo Budi Takarina

(Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan UN




PELANGGARAN DAN TINGKAT HUKUMANDISIPLIN

I. KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No KEWAJIBAN KET
Ringan Sedang Berat
1 2 8 4 5 6
Mengucapkan
1 Mengucapkan sumpah/janiji sumpah/janji PNS
PNS; tanpa alasan yang
sah
Mengucapkan
Mengucapkan sumpah/janji sumpah/janiji
2 |. _
jabatan; Jabatan tanpa
alasan yang sah
Setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, Undang- Pelanaaaran Pelanggaran Pelanggaran
Undang Dasar Negara Republik 99 , berdampak negatif |berdampak negatif
3 , berdampak negatif . . .
Indonesia Tahun 1945, Negara ada unit keria pada instansi yang |pada pemerintah
Kesatuan Republik Indonesia P J bersangkutan dan/atau negara
dan Pemerintah;
Pelanaaaran Pelanggaran Pelanggaran
Menaati kepada segala 99 , berdampak negatif |berdampak negatif
4 . | berdampak negatif . : .
peraturan perundang undangan; . . pada instansi yang |pada pemerintah
pada unit kerja
bersangkutan dan/atau negara
Melaksanakan tugas kedinasan Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran
5 |yang dipercayakan kepada PNS berdampak negatif berdampak negatif |berdampak negatif

dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab;

pada unit kerja

pada instansi yang
bersangkutan

pada pemerintah
dan/atau negara




No

KEWAJIBAN

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

KET

2

3

4

5

Menjunjung tinggi kehormatan

Pelanggaran

Pelanggaran
berdampak negatif

Pelanggaran
berdampak negatif

6 [negara, Pemerintah, dan berdampak negatif . . ;
) : . pada instansi yang |pada pemerintah
martabat PNS; pada unit kerja
bersangkutan dan/atau negara
Mengutamakan kepentingan Pelanggaran Pelanggaran
. : Pelanggaran . .
negara daripada kepentingan . berdampak negatif |berdampak negatif
7 . berdampak negatif . . ;
sendiri, seseorang dan/atau : . pada instansi yang |pada pemerintah
) pada unit kerja
golongan; bersangkutan dan/atau negara
Memegang rahasia jabatan Pelanggaran Pelanggaran
: Pelanggaran . .
yang menurut sifatnya atau . berdampak negatif |berdampak negatif
8 . berdampak negatif . . ;
menurut perintah harus . . pada instansi yang |pada pemerintah
. . ) pada unit kerja
dirahasiakan; bersangkutan dan/atau negara
Bekerja dengan jujur, tertib, Pelanggaran PEETGIETEN . BT .
. berdampak negatif |berdampak negatif
9 [cermat, dan bersemangat untuk |berdampak negatif . . .
. ) : . pada instansi yang |pada pemerintah
kepentingan negara; pada unit kerja
bersangkutan dan/atau negara
Melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila
) Pelanggaran Pelanggaran
mengetahui ada hal yang dapat |Pelanggaran berdampak neaatif | berdampak neaatif
10 | membahayakan atau merugikan |berdampak negatif P g P g

Negara atau Pemerintah
terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;

pada unit kerja

pada instansi yang
bersangkutan

pada pemerintah
dan/atau negara




No

KEWAJIBAN

Tingkat Hukumanl/jenis pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

KET

4

5)

11

Masuk kerja dan
menaati ketentuan jam

kerja;

*5 hari kerja
(teguran lisan)
*6-10 hari kerja
(teguran tertulis)
*11-15 hari kerja
(pernyataan
tidak puas
secara tertulis)

*16-20 hari kerja
(penundaan gaji
berkala selama 1
(satu) tahun)

*21-25 hari kerja
(penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 (satu)
tahun)

*26-30 hari kerja
(penurunan
pangkat pada
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 1 (satu)
tahun)

* 31-35 hari kerja
(penurunan pangkat
pada pangkat setingkat
lebih rendah selama 3
(tiga) tahun)

* 36-40 hari kerja
(pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang
menduduki jab. Struk
atau fungs tertentu)

* 41-45 hari kerja
(pembebasan dari
jabatan bagi PNS yg
menduduki jab. struk
atau fungs tertentu)

* 46 hari kerja atau lebih
(pemberhentian dengan
hormat tidak atas
permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak
dengan hormat sbhg
PNS)

Keterlambatan masuk
kerja dan/atau pulang
cepat diRitung secara
kumulatifidan
dikonverSigZaam
dihitung TSatiEhari
kerja. Berlaku pd Thn
yg sdg berjalan:

Keppres 68 Th 95 ttg
Hari kerja Lemb
Pemerintah.




No

KEWAJIBAN

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

KET

3

4

5

12

Mencapai sasaran kerja
pegawai yang ditetapkan;

Pencapaian
sasaran kerja pada
akhir tahun hanya
mencapai 25% s/d
50%

Pencapaian
sasaran kerja pada
akhir tahun kurang
dari 25%

Berlaku apbl PP
Kinerja sdh ada a/
Insts sdh berlakukan

13

Menggunakan dan memelihara
barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;

Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja

Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan

Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara

Pelayanan tidak
sesuai dengan

Pelayanan tidak
sesuai dengan

Pelayanan tidak
sesuai dengan

14 Memberikan pelayanan sebaik- eraturan eraturan peraturan Ps 54 UU 25 Th 2009
baiknya kepada masyarakat; P P perundang- ttg Pelayanan Publik
perundang- perundang-
undangan
undangan undangan
Membimbing bawahan dalam Uil senhgaja el Senga.Ja t@ak
15 i membimbing membimbing
melaksanakan tugas;
bawahan bawahan
Memberikan kesempatan Tidak sengaja tidak | Sengaja tidak
16 | kepada bawahan untuk memberi memberi
mengembangkan karier; dan kesempatan kesempatan

17

Menaati peraturan kedinasan
yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.

Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja

Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan

Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara




II. LARANGAN

No

LARANGAN

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

KET

&

4

5

Menyalahgunakan wewenang

Menyalahgunakan
wewenang

Menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan

Menjadi perantara untuk
mendapatkan
keuntungan pribadi

2 |pribadi dan/atau orang lain .
dan/atau orang lain
dengan menggunakan
. dengan menggunakan
kewenangan orang lain; .
kewenangan orang lain
Tanpa izin Pemerintah menjadi Tanpa i Pemelrlntah
: . menjadi pegawai atau
pegawai atau bekerja untuk .
3 : bekerja untuk negara
negara lain dan/atau lembaga .
. : asing dan/atau lembaga
atau organisasi internasional ) )
internasional
Bekerja pada perusahaan asing, SEC pEeE ,
: perusahaan asing,
4 | konsultan asing atau lembaga .
. konsultan asing atau
swadaya asing. .
lembaga swadaya asing
Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan,
. . Pelanggaran Pelanggaran
atau meminjamkan barang- | Pelanggaran berdampak negatif | berdampak negatif pada
5 |barang baik bergerak atau berdampak negatif P 9 P gatt p

tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara
secara tidak sah;

pada unit kerja

pada instansi yang
bersangkutan

pemerintah dan/atau
negara




No

LARANGAN

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

KET

2

3

4

5)

Melakukan kegiatan bersama
dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam
maupun diluar lingkungan kerjanya

Pelanggaran

Pelanggaran
berdampak negatif

Pelanggaran
berdampak negatif pada

g dengan tujuan untuk keuntungan berdampak n_egatlf pada instansi yang | pemerintah dan/atau
Lo . . pada unit kerja
pribadi, golongan, atau pihak lain, bersangkutan negara
yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara;
Memberi atau
menyanggupi akan
Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
memberi sesuatu kepada siapapun kepada siapapun baik
7 |baik secara langsung atau tidak secara langsung atau
langsung dan dengan dalih apapun tidak langsung dan
untuk diangkat dalam jabatan. dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam
jabatan
Menerima hadiah atau
Menerima hadiah atau suatu suatu pemberian apa
8 pemberian apa saja dari siapapun saja dari siapapun juga

juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya

yang berhubungan
dengan jabatan
dan/atau pekerjaannya




Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

No LARANGAN KET
Ringan Sedang Berat
1 2 & 4 5 6
Bertindak sewenang-wenang P.elanggaran Pelanggaran dilakukan
9 ) dilakukan dengan :
terhadap bawahannya; : ) dengan sengaja
tidak sengaja
Melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat | Tidak sesuai Tidak sesuai denaan Tidak sesuai dengan [UU 25 Th
menghalangi atau mempersulit salah |[dengan ketentuan 9 ketentuan 20009 ttg
10 . . , . ketentuan perundang-
satu pihak yang dilayani sehingga perundang- undanaan perundang- Pelayanan
mengakibatkan kerugian bagi yang undangan 9 undangan Publik
dilayani;
Pelanagaran Pelanggaran Pelanggaran
Menghalangi berjalannya tugas 99 .. | berdampak negatif pada | berdampak negatif
11 : ) berdampak negatif |. . :
kedinasan; . . instansi yang pada pemerintah
pada unit kerja
bersangkutan dan/atau negara
Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD,
atau DPRD dengan cara: * Ikut serta sebagai
a. ikut serta sebagai pelaksana pelaksana kampanye
kampanye; * Menjadi peserta
L , uu 10
b. menjadi peserta kampanye kampanye dengan Sebagai peserta 20084
12 dengan menggunakan atribut menggunakan atribut | kampanye dengan Pillde Uu
partai atau atribut PNS; partai atau atribut PNS | menggunakan 49 TI'? 008
c. sebagai peserta kampanye » Sebagai peserta fasilitas negara ttg Pil Pres

dengan mengerahkan PNS lain;
dan/atau

d. sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan fasilitas
negara.

kampanye dengan
mengerahkan PNS
lain




Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

No LARANGAN KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan
cara: Mengadakan kegiatan
a. membuat keputusan dan/atau yang mengarah kepada
tindakan yang menguntungkan keberpihakan terhadap
atau merugikan salah satu pasangan calon yang Membuat
pasangan calon selama masa menjadi peserta pemilu | keputusan
kampanye; dan/atau sebelum, selama, dan |dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang sesudah masa tindakan yang
13 mengarah kepada kampanye meliputi menguntungkan
keberpihakan terhadap pertemuan, ajakan, atau merugikan
pasangan calon yang menjadi himbauan, seruan atau |salah satu
peserta pemilu sebelum, pemberian barang pasangan calon
selama, dan sesudah masa kepada PNS dalam selama masa
kampanye meliputi pertemuan, lingkungan unit kampanye
ajakan, himbauan, seruan atau kerjanya, anggota
pemberian barang kepada PNS keluarga, dan
dalam lingkungan unit kerjanya, masyarakat.
anggota keluarga, dan
masyarakat.
Memberikan dukungan kepada calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala daerah/Wakil Memberikan surat
Kepala Daerah dengan cara dukungan disertai
14 [ memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau

photo copy Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan;

Surat Keterangan
Tanda Penduduk




No

LARANGAN

Tingkat Hukumanl/jenis pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

KET

2

3

4

5

15

Memberikan dukungan kepada calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:

a.

terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk mendukung
calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;
menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
membuat keputusan dan /atau
tindakan yang
menguntungkan atau
merugikan salah satu
pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
Mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan
masyarakat

* Terlibat dalam
kegiatan kampanye
untuk mendukung
calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah

Mengadakan kegiatan
yang mengarah
kepada keberpihakan
terhadap pasangan
calon yang menjadi
peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan,
atau pemberian
barang kepada PNS
dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota
keluarga, dan
masyarakat

* Menggunakan
fasilitas yang
terkait dengan
jabatan dalam
kegiatan
kampanye

* Membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungkan
atau merugikan
salah satu calon
pasangan
selama masa
kampanye




HUKUMAN DISIPLIN

PP No. 53 Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010.
| No. | TidakMasuk  flingkatHukuman  JemisHukuman

“ 5 Hari Kerja Ringan Teguran lisan
— 10 Hari Kerja Ringan Teguran tertulis

11 - 15 Hari Kerja Ringan Pernyataan tidak puas secara tertulis

16 — 20 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun

21 — 25 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

2

/&4 31 - 35 Hari Kerja Berat Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun

6 — 30 Hari Kerja Sedang Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun

36 — 40 Hari Kerja Berat Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
sefingkat lebih rendah

— 45 Hari Kerja Berat Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang
. menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertenfu
" > 46 Hari Kerja Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau pemberhentian fidak
dengan hormat sebagai PNS




KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG DAN PEJABAT YG
BERWENANG MENGHUKUM

. ATASAN LANGSUNG WAJIB MEMERIKSA PNS YANG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN
(ATAU BERSAMA TIMm)

. ATASAN LANGSUNG YANG TDK PUNYA KEWENANGAN MENJATUHKAN HD,
MELAPORKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS KEPADA ATASAN YANG BERWENANG
MENGHUKUM SECARA HIERARKIS, DILAMPIRI BAP PEMERIKSAAN;

. ATASAN LANGSUNG YG TDK MEMERIKSA DAN MELAPORKAN PELANGGARAN DISIPLIN
STAFNYA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN OLEH ATASANNYA.

. PYB MENGHUKUM WAJIB MENJATUHKAN HD KPD PNS YG MELAKUKAN
PELANGGARAN DISIPLIN

. APABILA PYB MENGHUKUM TDK MENJATUHKAN HD, PEJABAT TSB DIJATUHI HD OLEH
ATASANNYA.

. HD BAGI PYB MENGHUKUM YG TDK MENJATUHKAN HD DAN ATASAN LGS YG TDK
MEMERIKSAN DAN MELAPORKAN PELANGGARAN DISIPLIN = HD YG SEHARUSNYA
DIJATUHKAN KPD PNS YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.

. ATASAN JG MENJATUHKAN HD THD PNS YG MELALAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.

Apabila tdk terdapat PBY menghukum, maka kewenangan menjatuhkan HD
menjadi kewenangan pejabat yg lebih tinggi secara hierarkis




|. PEMANGGILAN

DIPANGGIL OLEH ATASAN LANGSUNG ATAU TIM YG
DIBENTUK OLEH PPK.

PEMANGGILAN PERTAMA DILAKUKAN DENGAN BATAS
WAKTU SELAMBATNYA TUJUH HARI KERJA DARI WAKTU
YANG DITENTUKAN.

APABILA TIDAK DATANG DILAKUKAN PEMANGGILAN SEKALI
LAGI DENGAN TENGGANG WAKTU TUJUH HARI KERJA

PNS YG TELAH DUA KALI DIPANGGIL TDK DATANG, TIDAK
MENGHALANGI PEJABAT YG BERWENANG MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN

PEMANGGILAN DILAKUKAN SECARA PATUT, PNS YBS
HARUS MENGETAHUI PEANGGILAN TERSEBUT.

11/3/17 13



2. PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG ATAU OLEH
TIM YANG DIBENTUK OLEH PPK ATAU PEJABAT LAIN YANG
DITUNJUK.

TIM PEMERIKSA TERDIRI DARI ATASAN LANGSUNG, PEJABAT
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAN PEJABAT  YANG SECARA
FUNGSIONAL MELAKUKAN PENGAWASAN.

TIM PEMERIKSA BERSIFAT AD HOC

PEJABAT YG MEMERIKSA TIDAK BOLEH MEMPUNYAI PANGKAT DAN
JABATAN LEBIH RENDAH DARI PNS YANG DIPERIKSA

BILA MENGARAH KEPADA HUKUMAN DISIPLIN BERAT, SELAMA
PEMERIKSAAN DAPAT DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI TUGAS
JABATAN

PEMERIKSA DAPAT MEMINTA KETERANGAN FIHAK LAIN.

11/3/17 14



3. BERITAACARA PEMERIKSAAN

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN BAP

* BAP ADALAH TATA CARA PEMERIKSAAN SECARA TERTULIS YG
MEMUAT HASIL TANYA JAWAB ANTARA PEMERIKSA DG PNS YANG
DIPERIKSA

® SEBELUM MENYUSUN BAP, PJBT PEMERIKSA MEMPELAJARI DAN
MENGUMPULKAN BAHAN-BAHAN ATAU ALAT BUKTI DALAM
PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN BAP

® ALAT BUKTI YG DAPAT DIJADIKAN DASAR ADALAH :
®* SURAT MERUPAKAN ALAT BUKTI TERTULIS
®* LAPORAN (TERTULIS/TIDAK TERTULIS)
* PENGAKUAN TERSANGKA
* KETERANGAN SAKSI
* KETERANGAN PEJABAT
* KETERANGAN AHLI

* PEJABAT PEMERIKSA MENYUSUN PERTANYAAN YG MENGARAHs
PADA PERBUATAN PELANGGARAN DISIPLIN



2 . SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN

a.

PEJABAT PEMERIKSA ADALAH ATASAN LANGSUNG DARI PNS YANG
DIPERIKSA ATAU TIM YANG DIBENTUK OLEH PPK ATAU PEJABAT LAIN
YANG DITUNJUK

APABILA ATASAN LANGSUNG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN YANG
BARU DIPERIKSA MAKA PEMERIKSAAN OLEH ATASAN YANG LEBIH
TINGGI.

PEMERIKSAAN DILAKUKAN DLM RUANGAN TERTUTUP YG HANYA
DIKETAHUI OLEH PEJABAT YG BERKEPENTINGAN

PNS YG DIPERIKSA WAJIB MENJAWAB SEMUA PERTANYAAN YG
DIAJUKAN

KEDUDUKAN ANTARA PEJABAT PEMERIKSA DG PNS YG DIPERIKSA
SEDERAJAT, PNS YANG DIPERIKSA BUKAN SEBAGAI OBYEK.

PEMERIKSA TIDAK BOLEH

* MELAKUKAN PEMAKSAAN KEPADA PNS YG DIPERIKSA UNTUK MENGAKUI
PERBUATANNYA

* MERENDAHKAN MARTABAT/HARGA DIRI PNS DG CARA MENGANCAM,
MEMBENTAK ATAU CARA LAIN KEPADA PNS YG DIPERIKSA  1a17 16



PJBT PEMERIKSA MEMBERIKAN KEBEBASAN PADA PNS YG DIPERIKSA DLM
MENGEMUKAKAN PENDAPAT

PJBT PEMERIKSA TDK BOLEH MEMBERIKAN NASIHAT ATAU SARAN-SARAN YG
MEMBERATKAN PNS YG DIPERIKSA

PEMERIKSA DPT MENDENGARKAN ATAU MEMINTA KETERANGAN DARI KEPASTIAN
HUKUM TTG ORANG YG MELAKUKAN PELANGGARAN, BENTUK PELANGGARAN, WAKTU
DAN TEMPAT SERTA BGMN PELANGGARAN ITU TERJADI, AKIBAT MAUPUN LATAR
BELAKANGNYA

PJBT PEMERIKSA DAPT MEMINTA KETERANGAN DARI ORANG / PIHAK LAIN YG
MNEGETAHUI TERJADINYA  PELANGGARAN GUNA MENJAMIN OBYEKTIFITAS
PEMERIKSAAN

HSL PEMERIKSAAN HARUS DPT MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TTG ORANG YG
MELAKUKAN PELANGGARAN, WKT DAN TEMPAT SERTA BGMN PELANGGARAN ITU
TERJADI, AKIBAT ATAUPUN LATAR BELAKANGNYA

PNS YG MEMPERSULIT PEMERIKSAAN, PEMERIKSA WAJIB MELAPORKAN KPD
PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM BERIKUT BAP YG TELAH DISUSUN

TIAP-TIAP HALAMAN BAP DIPARAF PNS YBS

BAP DITANDATANGANI PEMERIKSA DAN PNS YBS, APABILA PNS MENOLAK, BAP
CUKUP DITANDATANGANI PEMERIKSA DAN PADA HALAMAN TERAKH1111§/17DISE1§3UTKAN
BHW PNS MENOLAK TANDATANGAN BAP.



3. TEKNIS PENYUSUNAN BAP

a. BAP DISUSUN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI
PADA SAAT PEMERIKSAAN

b. POKOK-POKOK YG HARUS ADA DLM BAP

1)
2)
3)

4)
S)
0)

7)

HARI, TGL. BULAN, DAN TAHUN PEMERIKSAAN
NAMA, NIP, PANGKAT DAN JABATAN PEMERIKSA

KEWENANGAN / SURAT PERINTAH MELAKUKAN
PEMERIKSAAN (BILA DILAKUKAN OLEH TIM)

NAMA DAN IDENTITAS PNS YG DIPERIKSA
PASAL / KETENTUAN PASAL YG DILANGGAR

KEADAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PNS
YG DIPERIKSA

KESEDIAAN PNS DIPERIKSA DAN MENJAWAB
PERTANYAAN YG DIAJUKAN Wit e



8) MUATAN BAP YG MENCERMINKAN KEPASTIAN
HUKUM MELUI PERTANYAAN :

® SIAPA PNS YG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN
DISIPLIN, SIAPA YANG DIRUGIKAN

® APA BENTUK PERBUATAN ATAU JENIS PELANGGARAN
YG TELAH DILAKUKAN PNS

® BILAMANA PELANGGARAN DILAKUKAN
® DIMANA TEMPAT PELANGGARAN TERJADI
* BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PELANGGARAN

® LATAR BELAKANG PELANGGARAN
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10)

11)

12)

k)

KETERANGAN BAHWA SELAMA PEMERIKSAAN
TIDAK ADA TEKANAN / PAKSAAN

KESEDIAAN PNS UNTUK DIPERIKSA ULANG

PERNYATAAN BAHWA BAP DIBUAT DG
SESUNGGUHNYA OLEH PJBT YG BERWENANG
MENJATUHKAN HUKUMAN

PEMERIKSA DAN PNS YBS MENANDATANGANI
LEMBAR TERAKHIR BAP

PNS YANG DIPERIKSA DAPAT DIBERIKAN
SALINAN BAP
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PERTANYAAN YANG HARUS DITANYAKAN

® SIAPA NAMA SAUDARA DAN BERAPA NIP SAUDARA?

5 APAKAH? PADA SAAT INI SAUDARA DALAM KEADAAN SEHAT JASMANI DAN
ROHANTI:

®* AGAMA APA YANG SAUDARA ANUT?
®* APAKAH SAUDARA TAHU MAKSUD DIPANGGIL DALAM RUANGAN INI?

® APAKAH SAUDARA BERSEDIA MENJAWAB SEMUA PERTANYAAN KAMI
DENGAN JUJUR, BENAR DAN BERTANGGUNG JAWAB?

® APAKAH SAUDARA PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN?
®* JENIS HUKUMAN APA YANG PERNAH DIJATUHKAN?

* BAGAIMANA TANGGAPAN SAUDARA JIKA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
AKIBAT PELANGGARAN YANG SAUDARA LAKUKAN?

® APAKAH SAUDARA PERLU MENAMBAHKAN KETERANGAN SELAIN YANG
TELAH KAMI TANYAKAN?

* APAKAH SELAMA KAMI PERIKSA, SAUDARA MERASA DITEKAN ATAU
DIPAKSA SEHINGGA JAWABAN SAUDARA KARENA PAKSAAN ATAU TEKANAN
DARI KAMI?

11/3/17 21



PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN

> HUKUMAN DISIPLIN RINGAN DIJATUHKAN BAGI PELANGGARAN
TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS, APABILA
PELANGGARAN BERDAMPAK NEGATIF PADA UNIT KERJA.

> HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DIJATUHKAN BAGI PELANGGARAN
TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS, APABILA
PELANGGARAN BERDAMPAK NEGATIF BAGI INSTANSI YANG
BERSANGKUTAN.

» HUKUMAN DISIPLIN BERAT DIJATUHKAN BAGI PELANGGARAN
TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS, APABILA
PELANGGARAN BERDAMPAK NEGATIF PADA PEMERINTAH
DAN/ATAU NEGARA



PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

O HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
a. MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BERUPA:

1. TEGURAN LISAN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA
ALASAN YANG SAH SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA;

2. TEGURAN TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 6 (ENAM) s.D. 10
(SEPULUH) HARI KERJA;

3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS BAGI SEORANG
PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH
SELAMA 11 (SEBELAS) S.D. 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA.

b. PENCAPAIAN SASARAN KERJA PEGWAI PADA AKHIR TAHUN
HANYA MENCAPAI 61% (ENAM PULUH SATU PERSEN) S.D.
75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN);



PELANGGARAN TERHADAP KEWAIJIBAN -2

o HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
a. MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BERUPA:

1. PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 1
(SATU) TAHUN BAGI SEORANG PNS YANG TIDAK MASUK KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 16 (ENAM BELAS) S.D. 20
(DUA PULUH) HARI KERJA;

2. PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 2
(DUA) TAHUN BAGI SEORANG PNS YANG TIDAK MASUK KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 21 (DUA PULUH SATU) S.D. 25
(DUA PULUH LIMA) HARI KERJA;

3. PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 50% SELAMA 2
(DUA) TAHUN BAGI SEORANG PNS YANG TIDAK MASUK KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 26 (DUA PULUH ENAM) S.D.
30 (TIGA PULUH) HARI KERJA.

b. PENCAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PADA AKHIR TAHUN HANYA
MENCAPAI S51% (LIMA PULUH SATU PERSEN) S.D. 60% ( ENAM
PULUH PERSEN).



PELANGGARAN TERHADAP KEWAIJIBAN -3

o HUKUMAN DISIPLIN BERAT
a. MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BERUPA:

1. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3
(TIGA) TAHUN BAGI SEORANG PNS YANG TIDAK MENDUDUKI
JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU YANG TIDAK
MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 31 (TIGA
PULUH SATU) S.D. 37 (TIGA PULUH TUJUH) HARI KERJA;

2. PEMBEBASAN DARI JABATAN BAGI SEORANG PNS YANG TIDAK
MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 38 (TIGA
PULUH DELAPAN) S.D. 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KERJA;

3. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI BAGI SEORANG PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA
ALASAN YANG SAH SELAMA 46 (EMPAT PULUH ENAM) HARI
KERJA ATAU LEBIH.

b. PENCAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PADA AKHIR TAHUN HANYA
MENCAPAI 50% (LIMA PULUH PERSEN) KEBAWAH.



PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. PEMANGGILAN

PNS YG DIDUGA
MELANGGAR DISIPLIN

PEMANGGILAN |
SECARA TERTULIS O/
ATASAN LANGSUNG

HR KRJ

TDK HADIR

TDK HADIR

PENJATUHAN HD O/
PJBW BERDSRKAN ALAT
BUKTI & KETERANGAN
YG ADA

HR KRJ
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B. PEMERIKSAAN

Tujuan :
PNS YG DIDUGA - Benar tdk gar
MELANGGAR DISIPLIN - Latar blkng

v

HD berat dibebaskan

PEMERIKSAAN O/ sementara dr fgs
ATASAN jotnnya

LANGSUNG/TIM TERTUTUP

TTD PEJABAT YG

' MEMERIKSA & PNS YG
L DIPERIKSA

PNS TDK BERSEDIA
MENANDATANGANI

PNS DIBERI
PHOTO COPY BAP

\ 4
SN PN R o Bmed  DISEBUTKAN JENIS

PELANGGRAN DISIPLIN
YG DILAKUKAN

\
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